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KEBIJAKAN KELAUTAN DALAM KERANGKA MENJAGA DAN MENGELOLA
SUMBER DAYA ALAM LAUT Nany Suryawati Fakultas Hukum Universitas
Katolik Darma Cendekia Jl. Deles I No.29 Surabaya 60117 Email:
ra.nany@yahoo.com Abstract By not described the 1982 UNCLOS in
detail yet on a legislation, give rise to conflicts of authority in the
management of natural resources, particularly coastal and marine
resources. With the enactment of Law No. 32 of 2004 on Regional
Government, the central Government gives greater authority to local
governments to be able to manage coastal and marine resources, as
well as regulate the central and local financial balance from the
proceeds of natural resource management in the region. With this
expected welfare of the local community can be increased significantly.
The amount of authority given to the local government not expected to
pose an excessive sense of regionalism that could harm the unity of the
Republic of Indonesia. Therefore we need a thought which is based on
national interest and progress of the nation and the state, through law
enforcement and legislation and specific policies in anticipation of a
conflict of interest and the use of illegal conducted by both Indonesian
citizens and foreign citizens, which may be detrimental to the Unitary
Republic of Indonesia. Keywords: Management, Utilization, Coastal and
Marine Resources, Authority, Policy, Law Enforcement Abstrak UNCLOS
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Abstract

By niw described e T982 UNCLOS in detail ver on a legislation, give rise i
conflicts of autherity in the management of notvral resources, partfoulanty cogtol
and marire resources. With the enactmenr of Law No. 32 of 2008 an Regional
Grovernment, the central Govermmen! glves greater aithority o local govermmetils fo
be able ro manage coastal and marine resonrces, ax well as regulate the central and
focod fnanciol balgece from the proceeds of nofurad resowrce romagement i e
region. With this expected welfore of the local community can be increased
segmificantly. The amownt of authority given o the Iocal govermment nor expected to
pose an excessive sense of regionalise that could fam the univy of the Republic of
frdenesia, Therefire we need a thought which 5 based on uatfona! inferest and
progress of ihe marion and the state, trough lavw enforcement and legislation ond
specific policies in anticipation of @ conglict of interest and the wve of illegal
conducted by both Tndonesion ciizens and foreign cilizens, wihtch may  be
detrimental to the Unitary Republic of Indanesia,

Keywords: Management, Utilization, Coasial and Marine Resonrces, Anthority,
Policy, Law Enforcement

Ahstrak

UNCLOS 1982 wang belum dijabarkon secama rinci dalam susty  peratursn
perundangan-undangan, memmbulkan  tecadinya kenflik  Kewenangan  dalam
pengelolaan sumi@r daya alam, khususnya sumber daya pesisic dan lsut. Dengan
diberlakukannya Undang Undang Nomer 32 Tahun 2002 weatang Pemerintihan
[aernh, Pemerintah pusat memberikan kewenangan veng lebih loss  kepada
pemerintah daetab untuk dapat mengelola sumber daya pesisir dan laut, sekaligus
miengatur  perimbangan keoangan pusat dan daerah vang berasal dan hasil
pengelolzan sumber dava aliom v daerah, Dengan ini dibarapkan  kesejahieraan
msyarakat  dacrah sctempat  dapal memingkat  secare  signifikan.  Besamya
kewenangan vang diberikan kepada pemerintah daerab tersebut diharapkan Ddak
menimbulkan rasn kedsershan yong berfebihan sehingge dapat membahayakan
kesatuan Negern Republik Indonesia. Ofch karena it diperlukan suatu pemikiran
yang berpijak psda kepentingan masional dan kemajuan bangsa dan negara, melahon
penegakkan hukum dan peraturan perundang-undangsn dan kebijakan-kebijakan
khosos dalam mengani@@asi terjadinya konflik Kepentingan dan pemanfastan secan
illegal yang dilakukan baik oleh wargn negam Indonesio maupun oleh wanga negara
asimg, ying dapat mervgikan Negara Kesatwan Republik Indonesia,

Kata Kunci: Pengelolaan, Pemanfaatan, Sumber Daya Pesisic dan  Laot,
Kewenangan, Kebijakan, Penepakkan Hukom.,
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A, Pendahulusn

Ng.-nru Republik Indonesin sebagai swars negara kepulisan yang besar dengan jumbiah
puliau kurang lebih 17508, dengan garis pantal sepanjang 81290 kKim dan leas faomn 5.8 juta
km, menimbulkan banyak permasalshan vang sangat kompleks dalam hal kebahanan. mulai
dan gans batss, penangkapan ikan secora illegal, pesambangan pasir illegal, werstama &
wilavah FEE, sampai dengan peraturan vang tertingzal dari perkembangan vang terjadi,
hahban terjadi tumpang tindih peraturan dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam laut
megard kita, Penjagaan wilayash Lt Indonesia, belum dapat dilakukan dengan optimal,. karena
keterbatasan saran dan prazarana dan TR Angkatan Laur Kita, i samping ite Konvensi
Hukum Laut Intemasional- UNCLOS 1982- masth belum ada peraturan yang menjabarkan
ketentuan dar UMCLOS 1982 im, sehingga diperluban keeja sama dan setiap komponen yang
ada i Indonesia, karena masih anyak Romponen dalam masyarakat vang tidak peduli
terhadap permasalahan vang terjadi di wilsyah laot Indonesia yang berkatan dengan
penegakkan  hukwm i wilayah  lour  Indonesia,  Adanya koaflik  kepemtmgan  dan
ketdaksinkromn  antar  sektor  (pemerintal, masyarakal setempsl  dan swasta) o oini,
menyehabkan lemahnya penegakkan hukum di wilayah lant Indonesia, D0 samping i,
konflik dalam bal kewenangan (fweisdiomome! conflicr Luntuk pengelakaan, pemanfastan
willavah laut dan pesisir merupakan Konfilk antar daerah, karena dampak vang muncul akibat
kegistan di daersh yang bersebelzhan. temyata belum dapat diantisipasi dengan baik. Hal ini
menyebabkan pencemaran L dan Kervsakan ekosistem laut, terutmma di daerah pesisir,
dengan teradinga deforestrasi mangrove, degradasi erumbu karang, yang menyebabkan
herkurangnyns kennekarngaman haoyati laut, menjadi suato permasaiahan vang kompleks.

Kemiskinan masyarakat pesisic juga menjadi faktor yang memperberat permasalahan
dalam pengelolaan dan pemanfaatan pesisic dan hasil laotnya, dengan subyek nya adalah
masyvarakatl pesisir, Oleh karena itu, usala — wsaha unek pengembangan, pengelolaan dan
pemantantan serta pendaysgunaan pesisit don hasil lautnya, dalem rangka mempercepat
peningkaton kesejahicroan masyarnkat setempat, membutuhkan  koordinasi antar instans
terkant, vang terkendala dengan  birokrasi vang terkesan lambal dan tidak ada keterpadoan,
padahal keresakan imi harus segera diatasi dan diantisipasi supaya dak bertambal luas,
Eendala ini timbul dan adanya sikap yang lebih menguwiemakan kepentingan scktoral dan
kekakuan birokeasi, termasek aspek perizinan balk untuk penelitian, suevey dan pemetasn,
rupun wnttuk kepentingan dunia wsaba, serngkali tidak mendukung, Aspek hukum dan
perundang-undangan jugs belum dapat mendukung karena Iambatnya proses pembuatin suam
peraturan, sehingga tegadi ketdakpastion hukum vang mengakibatkan tecjadinysg konflik
Perkepamjangan  wang menghambat usaha-usaha pembangunan di bidang perikanan dan
sumber daya last laineya. dch korena i, dengan adenya Undang Undang temtang
Pemenntalan  Daeral,  menimbulkan  ntotan dari pemeriniah - daerab untuk diberi
kewenangan dalam mengelola daerah pesisir dan hasil lautnya, Selama jaman orde baru,
dengan dafih untek kepentingan nesional.  difakokan eksploitasi terhndep kekayssn alam
daerah termasuk kekavaan fautnyva dan dinikmati pemenntah pusat tanpa memperhatikan
masyarakat setempat, bahkan menimbulkan keseng=araan dan penderitaan masyarakal yang

¥, Vol 24, Nn.2, Se 2006-Fehrunri 2007, him. 204-212 {3
Legality ptember -




Sui yawall
Kbl K efnitasi doliam Beedn s Mes pgn dan Mergeiols Somber Daya Ak Lo

berada di daerah tersebut, Tuntotan pemenntah daerab untuk diberi kewermngan mengelola
sumber dava alam dacrabaya. bertujuan uniuk menscjphterakan masyarakat di daserah, dan
Jugs untuk menerapkan perimbangan keuangan antars pusat dan dagrah secara proporsional
::Llili dengan prnsip-pransip demokrasi, keadilan dan pemerstaan, Hal ini tampak daliam
Undang Undsng Mo 22 tahun 1999 jo Undong Unding Mo 32 tahun 2004, tentang
Pemenntalan Doerah, telah membenkan kewenangan pemennialy daerab {olonomi) vang
lebihy Jups dalam mengelalala sumber dn'u alan deerah termasuk sumber dava pesisir dan
lautan, mencakup kewenanggn sampai 12 mil laut dari ganis pantai pasang surut terendah
untuk perairan dangkal dan 12 mil laut dar garis pangkal ke faut bepas uniuk daerah provinsi
dan sepertigs dan batas provinsi untuk deerah kabupaten,

Eewenangan daerah terhadap sumber daya pesisic dan lawtan, melipot kewenangan
dalam - {ap eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengeloiaan kekaysan laot ; (hy pengaturan
kepentingan administratif; (o) pengaturan tatn ruang: {d) penegakan hukum terhadap peraturan
yang dikeluarkan pemenniah daeeah atau vang dilimpahkan kewemangannya oleh pemerintah;
dan () bantuan penegakkan keamanan dan kedaulstan negara, khususnya di loot. Akan tefapi
kewenangan wvang diberikan kepoda daersh ini diharapkan tidak menimbulkan  raso
kedaerahan vaig berlebihan yang membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia, [n
smping i, sunga-sunga: vang bermuara di laur memiliki potensi sebags saluean bagi
tuthan pencemar dar laut, oleh karena itu, umuk mencegah masuknya bahan pencemar dari
lawt i, melalol wpaya berupa pemingkatan kualitas ar sungai terlebih dabulo, Pemenntah
tefabh merevisi Peratsran Pemenntah PPy Nomor 20 Tahon 1990 dengan  Pecaturan
Pemernintah Momor 82 Tshun 2001, tentang Pengelofasn Koalitss Air dan Pengendalion
Pencemaran Air, upava pemerintah ini antam lain @ menetapkan  daya ampung beban
pencemaran, menginventarisasi sumber pencemar dan memaniau kualitas air, Upaya ini
dizwali dani pemantausan terhadap industri-industri yang menghasilkan sisa produksi yang
akan dibuang baik ke sungm msspun ke bt waph memenuhi Kntera baku mutu air limbah
yang telah ditetapkan pemenntaly, Baku mutue ar iimbah dan kegiatan induesir . kegiatan hotel,
kegiatan rumah sakit, kegiatan pengeboran minyak dan gas sera panas bumi. kawasan
industr . dan pertumbangan bata bara, Pemantauan kualitas air ing seharisnya diserriai dengan
penerapan hukum dan peraturan yang memihak pada kepentingan nassonal, Cleh Barena i
ketentuan-ketentuan UNCLOS 1962 vang mediputi:

Lawt werritarial yang tdak melebilin 12 mil o diokur dars garis pangkal normal; zona
tambahan bagi negarn pantai untuk melakukan pengawasan; ona ckonomi cksklusil yang
merupakan wilayah & loar dan berdampingan dengan laut teeritorial yang tidak melebihi
jarak 200 mul laut; landas kootinen susty negara yang meliputi dasar laot dan tanah
dibawahnya dab daerah permukaan Rl vang ecletak diluar law teritorialnya; et lepas
yang tidak termasuk zona ekonomi eksklusit; aturan pulay yang terbentuk secara alamiah;
laut rertutup dan setengah eruiap adalah lawt yvang dikelilingi oleh dua atae lebih negara
dan dihubungkan dengan lawt lein atan samudera ataw alur yang sempit; selat yvang
digunakan untuk pelavasan imemasional, suean akses negara Gdak beepantai ke dan dari
laut serta kebebasan transi yang ditetapkan dengan suatu perjanjian: Kawasan dasar Lawt
internasionil yang berknitin dengan penambangan sumber daya slam di dasar loot; dan
perlindungan serta pelestraran lingkungan faut eniuk pencegaban pencemaran Fautriset
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alamiah  pengembangan  dan alih  wekeclogs  kelautan, penvelessian  sengketsdan
ketengtuan penutup.

Dalem Parde Resodidion (Desember 19700 menetapkan @ dasar laot dan dasar somudera,
dan tamah dibawahnya di Laur batas yorisdiks: nasional, seria sumber-sumber kekaymn alam
di arca. adalah warisan bersama umat manusia,”

Berdasarkan prinsip “Commen Heritage of Mankied © dalam pengataumn “amea’, yaitu
dasar laut dan dasar samudera serta tanah dibawahnya di luar batas yurisdiksi nasional,” yang
kaya akan mineral dan kekayaan ini hares dimanfaatkan ootk kepentingsn pemerataan
keuntengan dan kesejahiteraan manusia, maka dimanfastkan secara bersama-sama,

B. Pembahassn

11

Penerapan hasil UNCLOS [OE2 di %du:rmia mielalud Undang Undang MNomaor 17 talun
1985 yang mengotur tentang pertambahan lsas wilayah nasionod; zono ekonomi eksklusif
yang meliputi kedaulatan atou kewenangan dalam mengelola sumber dava laut dengan cara
eksplorasi, eksplomas:, dan konservasi di daerah pesisir pantai dan laot, hamya Sia terap harss
diperhatikan untuk alib teknologi kelautan (khususnya untuk penambangan dasar laot don
samdera)d dalam rangks mensejahierakan masyvarakat setempat. Alih teknolagn merupakan
suate proses jangka panjang, adalah konsep penvampaian seatu idme dan satu generasi ke
pencrasi benkutnya.

Seluruh wilayah ot tersebut hams dikelola dan dimanfaatkan sebask-baiknya dan secara
herkelanjutan. Pengelodaan dan pemanfantin sumberdaya  keloutan, melipotic mengenal
berbagai jenis e Indonesia. mengenal berbagal sumber dava alam baik vang berada di
dalam  wilayah perniran mavpun  yang  berada  dilwar  wilayah  peraimn. mampo
mempertahankan kedaulatan wilayeh negara BRI, menerapkan kewenangan dan penegakban
hukum =serta kebijakan Kelmsan dalam rangka mengantisipasi terjadinga konflik kepentingan,
dengan tetup  menghommati hak-hak internasional. mengatasi pencurian tkan {iifegal fishing),
serta mampu memelihara lingbungon laut don memanfestkan sumber doyn nya secara
swstainable, dan terutama mampu menjoga kedggfatan wilayah negara RI, dan juga mampu
memnalmitkon sumber dava Tt yang berada di Tt lepas dan di dasar Rt internisional
schingga membutuhkan suatu persturan buu yang mengaty tats nuimg eklaotan, yaitu
Undang Undang Momor 27 when 2007 jo Undang Undang Nomar | tihun 2004 - entang
Pengelalaan Wilayah Pesisie dan Pulau-Pulan Kecil, Adanyva Undang Undang Kelavtan dan
kebijakan nesional sangat dibutuhkan untuk menegakkan hukum di wilayah laut negara RI1.
agar penge lokan Lt menjadi terintegrasi

'1 My Fady, Hukum Dmernasonaol 2. 2000, Refika Adiams, Bandung, b, 18-20,

- Baden Pembingan Hukum Masional Deparsemen Kehakiman, Himpeoan Earyo Tulis Bidong Hubun, 1991,
Departemen Kehak iman BL L 1 5%,

* Tl
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Menters Kelautan dan Perikanan BRI - Susi Pudjiasti telah mensgeloarkan berbagad
kebijakan veng terkait demgan pengelolazn sumber doya laut pesisir dan sumber daya laut
=erta pengiwmanan wilayah persiran Negara BRI daro pencurian ikan {illegal fishing) dengan
penenggelaman kapal illegal tercebut, dan berbagai kegiatan vang dilarang (misalnva |
larangan alih mustan di temgah lowt). karema Menteri berpendapat balwn kekayasan ot
Negara Rl sangat besar, tetapl selama imi hanva dinidkmat oleh negara bain, Selamn
mengeluakan berbaga kebipkan, Kementerian Kelavtan dan Perikanan (KPP) meklakukan
jaringan  kemitraan dengan  fembaga non negara, seperti: media massa,  organisasi
kemasvarakatan di deerah pesisir, dan okeh4okoh non negara lainnyva, Keterlibatan tokoh-
okl non negard in akan sangal membantu upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan
dalam mengantisipasi berbagai penyelewengan dan pelanggaran vang terjadi di wiloyah lawt

Megara BT
1

Pasal 3 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang batas Wilayoh, menentukan
hahwa: Pengatusran wilayah bertogusn untuk |

. Menjamin keutuhan wilaysh Negara. keduulatan MNegara dna ketertiban di Kowasan

Perbatasan deri kepentingan kesejahterann segenap bangsa,

Menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat; dsn

3. Mengatur pengelolann donm pemanfaatn wilayah Megers dan kewasan  perhatasan.
termasuk pengawasan batas-aasnva,

I

Pasal ini merupakan perwujudan dam Pasal 23 A UUD NRET 1925, vang meneniukan |
Megara kesatsan BRI adalah sebeah negara kepulavan yang beecin Musantara dengan wiliyah
yang batas-batas dan hak-hak nyn ditetapkan dengan undang undang.

Eetemuan dalam Pasal | angka 4.5 dan 10 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2008,
memuat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan yadtu

. kedaolatan ates wilavah serta memiliki hak-hak berdaulst di fuar wilayah kedadatannya

uniuk dikelolaaa dan dimantaatkan sebesar-besamyva bagi kemakmuran rekyat Indonesia;

Sizi terluar dan wilavah negara atau kKawasan perbatasan, merspakan Kawssan yang

strategis dalom menjaga integritas serta keutuhan wilayah Negara RI

3. Kepastian hukom mengenai arca wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah
negara vang terkail dengan hak suat Negara yng berdalat,

[

Menurut Oppenheim, tanpa adenys batas-bates tertentu bagl sustu wilayah negama, maka
negara vang bersangkutan tidak dapat dianggap sebagai subyek hukum infemasional,”

Memhbahes tentang negara fdak akan perneh terpisahkan dan konsep kesatuan geogralis,
beserta kedoulatan dan yuresidikst wilavahnya, Hal ini menyebabkan wilayal seatu negaca

menjedi dasar untuk pemberlakukan kedaulatan schagal kekuasaan tertinggi suatu negara
herdosarkan batas-batas wilaysh vang dimilikinys, UNCLOS 952 sebagal suntu konvensi

! Orppenhazim, Internationa] Law, Vol & 1935 b, 231
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imtermsional yamg mengatur semua ketentuan peimting termasik kegiatan yang dilakukan di
laut heserta aspek-rEpekny.

Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Momor 43 Tahun 2008, menctapkan
bahwa batas weilayah negara schagamana  dimaksud dalam ayat (1), termasuk  ttik
koordinatnya diretapkan berdasarkan perjanjian balateral dawarae eilaeral, erkot dengan
penjelasan Pasal & ayat {3) vang menjelaskan bahwa : penctapan batas wilayoh negam
dilakukan melalui perjanjan bilateral dan/ataw tnlateral apabila terdapat dua ata tugs negara
yang menyatakan pengabuan atas wilayvah vang sama ataspun adanya kemungkinan tumpang
tindah pengekuan stas wilayah yang sama. Penetapan batos wilayeh negara dilakukan secara
unilateral apabily tidak terdapat pengakuan atas wilaysh yang sama atoupun tidek sdanya
kemungkinan fumpang tindabh pengakuan atas wilayah yang sama; dengan demikian maka

wilayah mempakan * o defined rervirory”. dan Negarn K1 memiliki perbatazan lnt
dengan 10 (sepuluh) negara yaitu : Australia, Filipina, India, Malaysia, Palag, Papun Noini.
Singapura, Thalland, Timor Leste dan Vietnam, serta 3 {ligad wilayah darat dengan negara
Mal yaisa, Papua Nugini dan Timor Leste. Mencermati banyaknya negara yang berbatasan
dengan Negarn K1 maka permasalahan perbatasan dan penerapan Kedaulatan Megara K1
mertpakan suate prinsip motlak vang odak dapar dinegosiasikan (non wegotabie), dan akan
selal menjadi konflik territorial vang serius bagi perdamasan dan Kewmanan internasional,
Untuk e, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP} berupava keras mencgakkan hukum di
wilavah Negara R1 dengan mengatasi permasalahan yang teradi, melalui suatu sikap tegas
dan non kompromi. KPP telah berkoordings: dengan berbogai Kemenerian khususnya
Rementerian Luwr  Megerl, Kementerian Perhubungan, Bementenasn  Perdaganoan,
Rementerian Permdostrian serta Tentars Nasional Indonesia (TN sehingea diharapkan
antisipasi kegiatan illegal di wilayah pesisir e dan laut dapat teratasi,

KKF dengan dibantu TNI telah melakukangyndakan tegas terhadap kapal-kapal ilegal
yang berhasil ditongkap di persiran Indonesin. Penenggelaman kuapal mniil.u.kukun alch
KKP dibantuy TNl memifiki dasar dan kekwatan  hukum yaitu @ Pasyd 69 Undang Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan gges Undang-Undang Nomor 31 Talun 2004
tentung Perikanan, yang menciopkan bahws pengawas perikanon dapst melakukan tindakan
khusus berupn pembakoren dan'ston penenggelaman kapal perikonen yang berbenders axing
berdasarkan bukti permulaan yang cokup. Selain penenggelaman kapal tersebut, pemrintzh BRI
melilui Kementerian Luar Negeri meminta kepada negara tetangea agra mengawasi nelayan
untuk tidek masuk wilayah Negara BRI secara iffegal sertn melakukan iffegal fishing dilwilayah
permran Negaen R Diplomas maritime jugs dilakukan oleh Kementenan Kelauian dan
Perikanan (KPP} umtuk mendukung cfektivitas kebijakan dari KPP, demikian dengan
Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, dengan mempersiapkan indostri
sumber dava lawt di berbaga pesisir pantai i wilavah  Negara R Sedangkan koordings:
dengan Kementerian Loar Neger) dilakukan untuk masalinh bes basil faur dan pasar yang
potensial di luer negeri untuk pendistribusian hasil lout Indonesia. Kementerian Pechubungan
mendukung dengan kemudahan serta biaya yang ekonomis dan efisien untuk pengiriman hasil
lomt ini keliar pegeri melalui limas udara dan lintes laut. Pengawasan vang efelaif dan
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penegakkan hukum secara tegas di wilavah peraran negara Indonesia, Khususnya terhadap
kegiotan iftegal fishing, menyebabkan hasil loot Indomesia di pasar dunia akan mengalami
penumunan, sehingea kesiapan kera sama yang sinergl dan hacmonds antar kementerian ini
sangat dipedukan, Pengelolaan hasil laut secara terpadu il merupakan suatu peoses yang
herkesinambungan, mterakil’, sdaptif don pertisipatf. Dibutshkan permn sera dari semun
elemen dan setap lembaga untuk melaksamkan fungsinya masing-masing secars opiimal
sehingea cata-cith membangun Indonesia sebagai poros mantim dapat teraeud,

Megara Kesatwan Republik Indonesia yang diakui secary internasional sebagan suatu
megara kepulauan memiliks sumber daya alam yang mﬁmp.a.h dan wilsvah lsut [Indonesia
merupakan bagian terbesar dan memiliki posisi dan nilai strategis dan berbagai aspek
kehidupan yvang emliputi aspek politik, ekonemi, sosial budava, pertahanon dan keamanan
serta ekologl, yang kescluruhan aspek ini merupakan modal dasar untuk terwojudnys
keszjahteraan dan kemakmuran masyarokst khususnya masyarakat pesisir. Sedamgkan upayn
pengamandgn wilavah keadulatan vang berkaitan dnegan vunsdiks: dan asset Negarn Kesatuan
RI, meliputi : pengembangan sistem monitonngconmol and survaillance (MCS1. schagai
instrument  pengamanan sumber daya, lingkungan dan wilayah  kelautan serta wilaysh
pertratasan dan pulav-pulas kecil terdepaniteduar, dan penanganan pelanggaran vamg terjadi
i B, Di samping e kebipgkan lain yang dipeelukan entuk menunjang pelaksanaam rersebul
dintas, ndaloh © mempemiapkan sumber daya manusia vang berkualitus dalam hal kelaotan
dengan seluruh permasalabannya melalui pelatiban-pelatihan ontok menmgkatkan kompetensi
sumber daya manusia di badang kelaotan dan mendorong peran ilmu pengetabuan dan
teknologi sertn penelition untuk pengembangan pemanfaatan sumber deya lost dan jugn
pengembangan sistem informasi kelautan,

Megara Kesatuan R1 adalsh negara kepulsuan jarchiepelago srane), yang berbentuk
kesatuan dan berwawasan Nosantars, hares segers memiliki parndigma bare bags Indonesia
harn yung lebih berorientasi padn visi pembangunan kelootan di segafa bidong. Untuk
mewujudkan hal ini, diperlukan peraturan perundang-undangan sektoral di bidang kelautan |
baik vang telal ada maupun vang masih berbentok rancangan undang-usdang, memerlukan
kebijakon pencglolaan yang menyeluruh dan terpadu. Adspun BUU tersebut. seharusnys
memuat substansi yang mengacu pada : {a) penegasan kedaulatan: (b) pengeloloon mang daut;
() pengelolaas sumber daya leet (d) fungsi dan koordinass antae lembaga, Kesiapan dard
KPP dibawah komando Menteri Susi diharapkan dapat di weruskan secara berkesinambungan
dan sennmtinsn di evaluasi demi mengantisipasi perkembangan di semua sspek yang berkaitan
dengan kelautan,

. Penuiop

Jika kita perhatikan berbagal permasalaban vang timbul dalam  pemantasan dan
pengeloloan duersh pesisir last, antara lain -
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1. Pemanfaatan dan pengelolzan daerah belum distur dengan  peraturan  perindang -
undangan yang jelos. seingge doerah mengalami kesulitan dalom menctaphan suatu
kebiakan, khususnya yang terkait dengan wilavah perbatasan negari;

Pemanfwatan dan pengelolasn daeral pesisic cendrung bersifar sektoral, karena febih

mendzhulukan kepentingan sector;

3. Pemanfatan dan pengelolaan daerah pesisie belum memperhatikan konsep dserah pesisir
sebagm suatn kesatvan ekosistem vang oidak dibatasi cleh walavah  sdministranf
pemerintahan, sehingga menimbulkan kontlik antar dacrah:

4. Rewenangan deerah (otonomi daerahy belum dipahami secara komprehensil oleh para
stakeholders, menimbulkan pemahanan vang berbeda-beda

(1]

Mencermati kompleksnyva permasalaban yang tecjadi di bidang kelautan, maka vang perlu
dilakukan adalah melaksanakan kesepakatin UNCLOS 1962 yaitn @ mempertegas batas
wilayah faut MNegarn Indonesia, mendata umber dayn kelautan, menjalin hubungan
intermasional dan melaksanakan hak serta kewayiban dalam mengelola sumber dava kelaocan,
[ samping itu mensosialisastkan pendidikan don penyadaran masyaraket entang kelsutan
khususnya bagi masyarakat pesisir, sckaligus merevitolisasi masyarakal hukum adat dan
keanfan local i bidang kelautan, sehinggs wawasan Nusantara dan wawasan bahan bemar-
benar dipahami. Sedangkan vpava merubah paradigma i badang kelawtan, perdu adanya
pembanguna sistem hukum dan tea pemenimtahan, pengembangan sistem koordinas,
perencanaan, monitoring  dan evaluasi vang  berkesinambamgzan.  Pemantapan  ekonommi
kebautan melalul kegiatan yang menguntingkan antar kin : percepatan pembanguna industn
kelautan, perikanan. energi dan sumber daya mineral, wisata bahan dan jasa kelauton. sertn
bioteknologi dan Blofarmakologi kelautan, sebagai sarana untok meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Indonesia, khususnva masyarakat i tempat sumber dava alam G berada.
Adapaun BUL kelautin diharspkan menetapkan ketentuan-Ketentuan yang mr:njndi dasar
hagi percepatan pembangunan Ji badang kelautan dan perikanan,

Penckanan ferhadap wawasan Nusantara dan wawasan behari menjadi dasar  dari
keselurshan kegiatan di bidang kelautan dan penikanan, Tuegas akbar dari Kementerian
kelautan dan Perikanan besemta Kemanterian-kementerian loinnya vang terkait.
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